PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGHITUNGAN
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2012 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYAN G

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai, perlu menetapkan Tata Cara Penyaluran
dan Penghitungan Besaran Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2012 di Kabupaten
Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4280);
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10.

11.

12,

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
117);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggarsan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2014
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
195);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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21

22,

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daeran
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2014 Nomor 233);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014
tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 25 1};

Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014
tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN
DAN PENGHITUNGAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2012
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum
yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah
penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi
dan kewenangan masing-masing.

Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah
Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses
demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Aceh Singkil selanjutnya
disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh
Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-
undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan
Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan
secara proposional kepada partai politik tingkat kabupaten yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Singkil yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan
suara.

Partai Politik adalah partai politik tingkat Kabupaten Aceh Singkil
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Singkil.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut
dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik
tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan
musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan
lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai
Politik.
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BAB II
BANTUAN KEUANGAN

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan
politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik memberikan
bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

(2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan
budaya politik sesuai dengan Pancasila, dengan jenis kegiatan yang
berkaitan dengan :

a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

a. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun
karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa.

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan :
a. administrasi umum,;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2012.

(2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara
proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik
hasil Pemilihan Umum Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Komisi
Independen Pemilihan (KIP).

(3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun
anggaran.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik
berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik adalah
jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan
jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya
berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi
Independen Pemilihan (KIP);
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam
APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan
suara hasil pemilu 2012 dikalikan dengan nilai bantuan persuara
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

besarnya jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai
politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu
2012 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebesar
Rp. 4.329,67 (empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah,
enam puluh tujuh Sen) per suara per tahun.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi
Pasal 6

Permohonan pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara
tertulis oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang
ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang
sah kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

Permohonan pengajuan bantuan keuangan dengan menggunakan
kop surat dan cap stempel partai politik dengan tembusan
disampaikan kepada Ketua Komisi Idependen Pemilihan (KIP)
Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pengajuan bantuan keuangan wajib dilengkapi persyaratan sebagai
berikut :

a. fotokopi surat Keputusan DPP Partai Politik tentang Susunan
Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau
sebutan lainnya;

b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
dilegalisir pejabat yang berwenang;

c. fotokopi surat keterangan autentisitas hasil penetapan
perolehan kursi partai politik di DPRK yang dilegalisir oleh Ketua
atau sekretaris KIP;

d.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia
dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang
ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya
yang sah diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai
politik;
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(4)

(1)

e. surat keterangan dari bank yang menyatakan memiliki nomor
rekening atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;

f. rencana penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan
ketentuan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); dan

g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan
keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel asli.

Bagian Kedua
Prosedur
Pasal 7
Prosedur pengajuan bantuan keuangan sebagai berikut :

a. berkas pengajuan bantuan keuangan diserahkan rangkap 2
(dua) kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);

b. berkas pengajuan bantuan keuangan selanjutnya diteliti oleh
tim verifikasi;

c. apabila terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberitahukan kepada
DPC Partai Politik atau sebutan lainnya untuk melengkapi
kekurangan tersebut;

d. hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dituangkan dalam berita acara sebagaimana tersebut dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

(1)

(2)

3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil
verifikasi tim verifikasi menyampaikan besaran bantuan keuangan
kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas partai politik
dengan persetujuan Bupati.

Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti
penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah.
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(4)

Tanda bukti penerimaan bantuan keuangan berupa surat tanda
terima bantuan keuangan yang dibuat dalam bentuk kuintansi
ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC
Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel
partai politik.
BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti
penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Partai politikk wajib membuat laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran penggunaan bantuan keuangan.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan
partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan
keuangan parpol perkegiatan; dan

b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis
dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 11

Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan untuk diaudit.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan
wajib disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik
kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat tanggal 31
Desember setiap tahunnya.

Format pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan
keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima
oleh Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

_ﬁmmmmmmhmb 9



BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 7 Juli 20\s

}' BUPATI ACEH SINGKIL,

SASR:’/K

Diundangkan di Singkil
pada tanggal. & JuLi Qs

SEKRETARIS DAE KABUPATEN
ACEH KIL,

......
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